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“Rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya para pemimpin. 

Rusaknya para pemimpin disebabkan karena rusaknya para ulama,  dan 

rusaknya para ulama disebabkan karena kecintaan mereka terhadap 
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ABSTRAK 

Perzinahan kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam 

masyarakat sipil ataupun aparatur Negara. Penyebabnya  lemahnya pengetahuan 

agama dan hukum yang mengatur tindak pidana perzinahan terutama dalam 

hukum positif yang berlaku di Negara ini. Berkaitan dengan tindak pidana 

perzinahan, Pengadilan Negeri Banjarnegara pernah mengadili satu perkara 

pidana perzinahan, perkara (No.224/Pid.B/2009/PN.Bjn) yang dilakukan oleh  

seorang Pegawai Negeri Sipil. Dalam kasus ini, terdakwa dijerat dengan pasal 284 

(1) ke-1e huruf b. 

 Putusan  hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada 

khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah 

yurispudensi yang diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang 

sama. Apabila suatu perkara yang diputus keliru dan pada akhirnya menjadi 

sebuah yurispudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai yang tercantum dalam setiap 

putusan hakim. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, menarik untuk diteliti 

adalah Apakah dasar putusan dan pertimbangan hukuman yang diambil oleh 

hakim dalam memutus perkara pidana perzinahan di Pengadilan Negeri 

Banjarnegara (No.224/Pid.B/2009/PN.Bjn) sudah sesuai dengan jinayah? 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan 

sumber data primer adalah satu bendel arsip Putusan Hakim yang diperoleh dari 

Pengadilan Negeri Banjarnegara dan data sanksi administratif bagi PNS yang 

terkait tindak pidana perzinahan yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah 

Wonosobo. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari kepustakaan seperti buku 

literature, ensiklopedia dan artikel yang kesemuannya berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Pedekatan yang digunakan dalam peneitian ini adalah 

pendekatan yuridis-normatif. Analisa data dilakukan secara induktif yaitu analisa 

data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga apabila 

digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum. 

    Hasil penelitian bahwa dasar putusan hakim sesuai dengan hukum 

Islam, yaitu sebuah putusan bisa didasarkan pada nas Al-Quran, hadis, ijma‟, kias, 

atau berdasarkan pada ijtihad hakim sendiri. Meski terhadap hukuman hadnya 

hakim tidak memiliki wewenang untuk menambah atau mengurangi hukuman. 

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak begitu saja mendasarkan pada 

ketentun nas sepenuhnya. Hal ini karena hakim juga memiliki wewenang untuk 

menggunakan hadis, ijma‟, kias, dan ijtihad. Terlihat dalam perkara ini hakim 

telah menggunakan ijtihadnya. Mengenai pertimbangan hukum, hukuman yang 

diberikan kepada terdakwa bila ditinjau dari obyek hukumnya dipandang tidak 

sesuai dengan hukum Islam yaitu hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya 

kebebasan atau kemerdekaan terdakwa berupa penjara. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang agung lagi sempurna dalam 

segala ciptaan-Nya yang sempurna, yang dianugerahi akal budi guna mengarungi 

dan menjaga kehidupan ini, jelas mempunyai hajat dasar sebagai makhluk hidup 

untuk tetap survive. Sebagian dari hajat dasar itu adalah respirasi, nutrisi, sekresi 

dan reproduksi
1
 dalam mempertahankan kehidupan ini dengan keturunan. 

Dalam aktifitas reproduksi ini, berkaitan dengan kebutuhan seksual, Allah 

tidak hanya menciptakan organ-organnya yang sempurna dan memberikan 

kenikmatan karunia-Nya. Namun seiring dengan hal itu Allah SWT memberikan 

aturan dan batasan-batasan yang tegas dalam proses pemenuhannya, sehingga 

akan tercapai kualitas hidup yang lebih baik. 

Hal itu dikarenakan oleh hubungan seksual merupakan hubungan yang 

menyenangkan dan melengkapi kehidupan manusia.
2
 Tindakan seksualitas dalam 

al-Quran bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhinya adalah dengan jalan 

pernikahan yang sah, dan barang siapa mencari yang selain itu maka ia termasuk 

orang yang melampaui batas. 

                                                           
1
 Respirasi adalah aktifitas memasukan dan mengeluarkan udara melalui alat 

pernapasan. Nutrisi adalah kebutuhan mensupali zat-zat sisi metabolisme tubuh. Reproduksi 

adalah pengembangbiakan makhluk hidup. Wildan Yatim, kamus Biologi (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2003) hlm.34. 
2
 Abdelwahab Bouhdiba, Sexsuality In Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan. 

Alih bahasa Ratna Maharani Utami (Yogyakarta: Alenia, 2004) hlm.19. 
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Masyarakat yang modern yang serba kompleks, sebagai produk dari 

kemajuan teknologi, mekanisme industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan 

banyak masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat 

modern yang hyperkompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan 

adaptasi dan adjusemen menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-

konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya,maupun yang tersembunyi dan 

internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah 

laku yang menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat semau sendiri, 

demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain. 

Hukum merupakan salah satu pilar utama masyarakat. Masyarakat, dimana 

pun mereka berada, selalu memerlukan hukum dan Undang-Undang untuk 

mengatur hubungan diantara mereka. Hukum menyediakan sanksi kepada orang 

yang menyimpang dari aturan yang ada, baik aturan tersebut berasal dari langit 

(wahyu) maupun buatan manusia, karena hati nurani dan motivasi saja tidaklah 

cukup untuk mengatur kehidupan makhluk secara umum, memelihara 

keselamatan mereka, menjaga eksistensinya (baik yang bersifat materi maupun 

moral), dan menegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
3
 

Diturunkannya syariat Islam ke muka bumi tujuannya adalah untuk 

mewujudkan kesejahteraan manusia ( maslahah) dalam segala aspek kehidupan di 

dunia maupun di akhirat. Sehingga risalah samawiyah terakhir  yang dibawa oleh 

Rasul paling akhir zaman, syariat Islam haruslah selalu berdiri di atas sendi-sendi 

                                                           
3
 Yusuf Qardhawi, masyarakat Berbasis Syariat Islam Hukum Perekonomian, ( Solo: 

Era Intermedia, 2003), hlm. 14. 
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keagungan dan keistimewaan sehingga bisa diterapkan sepanjang masa dan 

mampu menyelesaikan problematika (problem solving) kehidupan manusia, kapan 

dan di mana saja dengan solusi  yang adil dan benar.  

Dalam kehidupan sehari-hari suatu perbuatan yang termasuk dalam 

kategori delik pidana sering muncul dan senantiasa menghiasi nuansa intraksi 

sosial. Melakukan perbuatan perzinahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan 

yang benar-benar tercela dan termasuk dalam kategori dosa yang sangat besar. 

Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya 

dihukum rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang 

banyak), jika ia muhsan. Jika ia Ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. 

Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih 

menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, dan kalau masih dalam ikatan 

pernikahan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, 

sementara ghairu muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih 

besar karena keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam 

dan tidak boleh diberi belas kasihan.
4
 

Sejalan dengan tujuan hukum yaitu “menolak segala bentuk kerusakan 

yang bakal menimpa umat manusia, mengurus dunia secara benar, baik dan adil”,
5
 

Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa tujuan ancaman hukuman berat sampai 

mati terhadap pelaku kejahatan (hukuman yang bersifat hadd, qishas dan ta’zir 

                                                           
4 Makhrus Munajat, Fiqh Jinayah ,Hukum Pidana Islam,(Pesantren Nawasea 

Press,2010), hlm 114. 
5
 T. M Hasbi Ash-Shiddieqy, “Fiqh Islam Mempunyai Data Elastis Lengkap, Bulat dan 

Tuntas, (Jakarta : Bulan Bintang,,tt), hlm.3. 
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ialah “mencegah orang berbuat jahat serta mendidik pelaku kejahatan agar tidak 

mengulangi lagi”.
6
 Oleh karena itu menurut pendapatnya bahwa pidana mati tidak 

bertentangan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan dan 

keadilan sosial.
7
 Apalagi jika tindak pidana perzinahan dilakukan oleh seseorang 

yang mempunyai jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Padahal sudah barang tentu dan masyarakat sendiri juga tahu bahwasannya 

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi 

Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam  tingkah 

laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai 

Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil 

dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Adapun Undang-Undang yang 

mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

Atas dasar inilah penulis berinisiatif mengangkat, mengembangkan dan 

menjadikannya sebagai karya tulis yang akan meninjau persoalan sanksi hukum 

pidana Perzinahan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang 

kemudian didukung dengan penelitian di Pengadilan Negeri Banjarnegara dan 

penelitian kepustakaan (library research). Dan untuk lebih terfokus dalam 

pembahasan selanjutnya maka penulis membatasi masalah tentang putusan hakim 

                                                           
6
 Nourouzzaman Shiddieqy, Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya, (Jogjakarta : 

Pustaka Pelajar, 1997), hlm.100. 
7
 Ibid, hlm.104. 
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dalam tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil nomor 

224/Pid.B/2009/PN.Bjn.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan sebagaimana telah 

diuraikan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan skripsi 

ini adalah: 

1. Apa dasar hukum yang dipakai hakim dalam perkara nomor 

224/Pid.B/2009/PN.Bjn Pengadilan Negeri Banjarnegara ? 

2. Bagaimana pertimbangan yang dipakai hakim dalam perkara nomor 

224/Pid.B/2009/PN.Bjn? 

 

 

C. Telaah Pustaka 

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan juga untuk 

membedakan dengan penelitian-penelitian yang lain, maka penulis ingin 

mengemukakan beberapa buku atau karya ilmiah yang telah disusun oleh para 

peneliti atau penulis buku. 

Titien sumartinah dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Kriteria Sanksi Pidana Perzinaan menurut Imam Syafi’i dan Imam 
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Hanbali menjelaskan ukuran dan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku 

perzinahan, serta sedikit memberikan penjelasan tentang pengertian perzinahan.
8
 

Nur Rohmah dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

terhadap perbuatan Zina dengan visum et repertum lebih mengarah kepada 

pembuktian adanya tindak pidana perzinahan, di dalamnya juga mengulas tentang 

masalah asas-asa dan tujuan hukum pidana Islam.
9
 

Mahrus Ali dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam 

Terhadap Kriteria Delik Perzinahan Dalam Hukum Pidana Positif lebih 

menekankan kepada pengertian-pengertian kriteria delik perzinahan.
10

 

Dari sekian skripsi dan buku sudah banyak yang membahas mengenai 

sanksi dan macam delik perzinahan, akan tetapi belum ada satupun yang 

membahas tentang pandangan atau tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara perzinahan yang pelakunya melibatkan aparatur 

negara dalam pengertian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perkara 

Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No.224/Pid.B/2009). Oleh karena itu 

penulis perlu mengkaji secara spesifik lagi tentang perzinahan dan pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara. 

 

                                                           
8 Titien Sumartinah, Studi Komparasi Tentang Klasifikasi Zina dan Hukumnya Menurut 

Imam Abu Hanifah dan Imam Asyafi’i, (IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 1999) hlm.7 
9
 Nur Rahmah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Zina dengan Visum et 

Repertum,(IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm.5 
10 Mahrus Ali, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kriteria Delik Perzinahan 

Dalam Hukum Pidana Positif,(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2004), hlm.6. 
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D. Kerangka Teori 

Untuk memberikan landasan berpijak dalam penelitian ini, maka peneliti 

berusaha menguraikan mengenai rangkaian teori yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan diperoleh pembahasan yang sistematis 

dan komprehensif dengan data-data yang valid. 

Menurut Ahmad bahiej bahwa masalah delik perzinahan merupakan salah 

satu contoh yang aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang 

zina dalam KUHP dengan kepentingan sosial dan nilai masyarakat. Benturan-

benturan yang seringkali terjadi di masyarakat, sering menimbulkan kejahatan 

baru seperti: pembunuhan, penganiayaan atau main hakim sendiri, dalam hal ini 

diperparah dengan ketidakpercayaan lagi oleh masyarakat terhadap pengadilan, 

karena lemahnya praktek penegakan hukum.
11

 

Tindak pidana perzinaan (overspel) diatur dalam KUHP pasal 284 (1) 1e. 

Dan 2e, yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap 

kesusilaan, ketentuan-ketentuan kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja 

dibentuk oleh pembentuk UU dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari 

tindakan asusila, perilaku maupun ucapan yang menyinggung rasa asusila karena 

bertentangan dengan kepatutan dibidang seksual, baik ditinjau dari masyarakat 

setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan 

seksual mereka. 

                                                           
11

 Ahmad Bahiej, Tinjauan, Yuridis atas Delik Perzinaan (Overspel) dalam Hukum 

Pidana Indonesia, Sosio Religia, vol.2 No.2, (Yogyakarta: linkSAS,2003), hlm.164  
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Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-shiddieqy hukuman bagi pelaku zina 

baik itu Ghairu muhsan atau muhsan sama berdasarkan surat an-Nur ayat 2 

sebagai sanksi hukuman zina. 

Dalam hukum pidana Islam dikenal beberapa istilah kaidah pokok: 

Pertama, al-jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang 

pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman al-had atau at-ta’zir.
12

 

Kedua, al-jarimah az-zina, tindak pidana zina, yaitu hubungan seksual 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh 

suatu perkawinan yang sah tanpa disertai unsur keraguan (subhat) dalam 

hubungan seksual tersebut
13

, dan hukam baginya adalah dirajam bagi yang sudah 

menikah dan hukuman dera bagi yang belum menikah. 

Ketiga, bahwa semua tindak pidana (al-jarimah) dalam hukum pidana 

Islam adalah delik biasa dan tidak mengenal adanya delik aduan, baik itu al-

jarimah hudud, al-jarimah al-qisas dan ad-diat maupun al-jarimah at-ta’zir. 

Keempat, ada kaidah yang mengatakan bahwa tidaklah dapat dianggap 

sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau 

meninggalkan perbuatan yang tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu 

tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau 

orang yang meninggalkan perbuatan sebelum adanya nas yang melarang atau 

memerintahkan.  

                                                           
12

 Ensiklopedia. Hlm.806 
13

 Ibid. Hlm. 2026 
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Adapun teori yang digunakan dalam masalah ini dan untuk pemecahan 

masalah sisi substansi setiap sistem hukumnya digunakan teori keadilan, teori 

perlindungan hukum, dan teori maqasid al-syariah. 

Dari segi bahasa maqashid al-syariat  berarti maksud atau tujuan 

disyari’atkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama didalamnya 

adalah mengenai masalah hikmat dan ilat  ditetapkannya suatu hukum. Dalam 

menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakekat 

dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya 

sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan 

dalilnya.  

Artinya dalam menetapkan nash dalam suatu kasus yang baru, kandungan 

nash harus diteliti dengan cermat,termasuk meneliti tujuan disyari’atkan hukum 

tersebut. 

Salah satu ciri hukum Islam adalah hukum Islam mempunyai hubungan 

yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak.
14

 

Islam adalah agama yang universal artinya hukum selalu konsisten dan tetap 

relevan seiring dengan perkembangan zaman karena hukum Islam sendiri 

dilengkapi dengan seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam nash 

maupun sunnah. 

                                                           
14

 Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: sinar Grafika, 2007 ). Hlm.22. 
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Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara laki-laki 

dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.
15

 

Ulama Malikiyyah mendifinikan zina dengan mewathinya seorang laki-

laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan 

sengaja. Ulama Syafiiyah mendifinisikan bahwa zina adalah memasukan zakar 

kedalam faraj yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa 

nafsu. Hanafiyah mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram 

bagi qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan 

ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang 

kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak 

ada subhat pada miliknya. Sedangkan Hanabilah berpendapat zina adalah 

melakukan perbuatan keji persetubuhan, baik terhadap qubul (fajri) maupun 

dubur. 

Tujuan dari hukuman dalam Syariat Islam itu sendiri, yaitu sebagai 

pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara 

khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.
16

 

Di sisi lain hukum Islam harus diberlakukan secara substansial dengan 

tidak meninggalkan ruh syari’ah. Yusuf al-Qaradawi berkomentar, sanksi 

perzinaan akan efektif diberlakukan sebagaimana yang diinginkan oleh nas jika 

masyarakat sempurna memahami agamanya. Sebaliknya, jika masyarakat lemah 

                                                           
15

 Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.37. 
16

 Makhrus Munajat, Demokrasi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 

2004). Hlm. 39. 
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imannya, lingkungan tidak mendukug, seperti wanita banyak mempertontonkan 

kecantikannya, beredarnya film-film porno, adegan perzinaan terbuka lebar 

dimana-mana, kondisi seperti ini tidak efektif untuk memberlakukan hukum 

secara definitif.
17

 

E. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

a) Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas 

masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim apakah sudah 

sesuai dengan pasal 284 KUHP 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi Hakim apakah sudah 

cukup adil bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam 

3. Untuk mengetahui apakah terdakwa selain dikenakan sanksi 

pemidanaan ada juga sanksi administratif dari pejabat yang berwenang 

memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil 

b) Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari segi teoritis maupun manfaat dari segi 

praktis. Dalam penelitian ini juga mencakup dua manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian mengenai putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 

79/Pid.B/2011/Pengadilan Negeri Banjarnegara yaitu : 

                                                           
17

 Yusuf al-Qaradawi, Syariat Islam Ditantang Zaman, alih bahasa Abu Zaki,(Surabaya: 

Pustaka Progresif, 1983), hlm. 16. 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk 

pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dan sumbangan 

pemikiran khususnya hukum pidana positif dan pidana islam. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

pemikiran dalam bentuk sekunder terhadap masalah yang sama. 

F. Metodologi Penelitian 

 Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap 

kebenaran secara seitematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan 

analisis.
18

 

 Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, 

merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya.
19

 Oleh 

karena itu guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai yang tinggi serta 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian 

yang tepat. Metodelogi penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan 

arahan dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti. Sehingga penelitian 

dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang direncanakan. 

                                                           
18

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat,(Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm.1. 
19

 Cholid Nurboko, H Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Bumi angkasa, 

2002), hlm.1. 
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 Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang akurat, baik berupa 

data-data primer maupun data sekunder. Data-data ini diperlukan agar skripsi ini 

dapat memenuhi syarat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis 

normatif murni artinya apa yang dihasilkan adalah penyimpangan tidak 

dengan teori. Yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan 

mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan 

masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan 

logika yuridis.
20

 

Dalam penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap putusan 

hakim dalam kasus perzinaan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, 

penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini 

disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-

asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-

kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang 

artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.
21

 

Pendekatan terhadap hukum yang normatif, mengidentifikasikan 

dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-

undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk 

                                                           
20

 Ibid, hlm.23. 
21

 Ibid, hlm.3. 
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dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada 

pada suatu situasi konkriet. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap putusan 

hakim dalam perkara perzinahan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil 

ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dimana pengetahuan atau teori 

tentang objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang 

objek sudah ada untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu 

keadaan dan gejala-gejala lainnya.
22

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dari sudut sumber data, data penelitian dibedakan antara data yag 

diperoleh langsung dari masyarakat yang disebut data primer dan data 

yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang disebut data sekunder. 

a) Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam 

melakukan penelitian di lapangan, yang dilakukan dengan 

wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan daftar 

pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi 

variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat 

wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencapai 

kewajaran secara maksimal sehigga memudahkan memperoleh 

                                                           
22

 P.Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek,(Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1991), hlm.91. 
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data secara mendalam.
23

 Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang 

menjadi informan dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap 2 

(dua)  hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam 

penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk 

mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu 

data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat 

dipakai untuk menganalisa permasalahan yaitu perzinahan. 

Dalam penelitian ini bila dilihat dari sudut sumbernya menggunakan data 

berupa Putusan pengadilan, dimana yang dimaksud disini adalah Pengadilan 

Negeri Banjarnegara. Dilihat dari sumber mengikatnya penelitian ini 

menggunakan bahan hukum primer yang berupa dalil-dalil dalam Hukum Islam 

dan Pasal 284 KUHP. 

Karena tujuan ini membahas mengenai putusan pengadilan, maka dalam 

hal ini putusan tersebut merupakan data sekunder dimana data yang merupakan 

data yang diperoleh dari suatu sumber yang dikumpulkan oleh pihak lain, baik 

melalui data primer, bahan hukum sekunder (kamus hukum, ensiklopedia). 

                                                           
23

 Cholid Nurboko, H Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Bumi angkasa, 

2002), hlm.7. 
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Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan 

serta meneliti bahan bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang 

berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya. 

4. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan yuridis 

normatif, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, 

kemudian dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu suatu cara 

menganalisa yang menghasilkan logika penalaran kualitatif. 

Analisis dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi data dan studi 

kasus yang diteliti dan analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi. 

Hal ini tergantung dari sifat penelitiannya. Yaitu mengenai Putusan 

Pengadilan Negeri nomor: 225/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri 

Banjarnegara. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tinjauan kasus 

pada penelitian ini adalah:
24

 

a. Pemaparan singkat duduk permasalahan 

b. Bagaimana hubungan kasus dalam konteks hukum Islam 

c. Analisis dan Intorpeksi aturan-aturan hukum 

d. Mengkhususkan diri pada penerapan aturan hukum pada kasus tertentu 

e. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan memprediksi 

penyelesaiannya. 

 

                                                           
24

 Ibid, hlm.8. 
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G. Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan adanya sistematika penulisan, 

sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini. 

 Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, tujuan dan manfaat 

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Bab II, dalam bab ini berisi pengertian perzinaan, dasar hukum tindak 

pidana perzinaan, pertanggungjawaban tindak pidana perzinaan menurut hukum 

positif dan hukum islam, tugas dan tanggungjawab pegawai negeri sipil  

 Bab III, dalam bab ini membahas dasar putusan hakim menerapkan sanksi 

dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak 

pidana perzinahan serta sanksi administratif dari pejabat yang berwenang 

memberikan sanksi pada Pegawai negeri Sipil. 

 Bab IV pada bab ini penyusun mendiskripsikan analisis terhadap putusan 

dan pertimbangan hakim yang diambil oleh hakim untuk memutus perkara pidana 

perzinahan di Pengadilan Negeri Banjarnegara (No.224/Pid.B/2009). 

 Bab V Penutup, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil telaah dan kajian yang penyusun lakukan dapat 

disimpulkan sebaga berikut:  

1. Bahwa yang dijadikan dasar hukum hakim dalam hukum positif pada 

perkara (No.224/Pid.B/2009/PN.Bjn) ini adalah pasal 284 (1) le. Dan 2e 

KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum 

tak tertulis. Hal ini dipandang sudah sesuai dengan prosedur hukum acara 

pidana Islam sebagaimana pesan surat yang disampaikan khalifah Umar 

bin khattab kepda Abu Musa al-Asy’ari yang waktu itu menjadi Gubernur 

dan kepala hakim d Basrah. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

tidak begitu saja mendasarkan pada ketentuan nas sepenuhnya. Hal ini 

karena hakim juga memiliki wewenang untuk menggunakan hadis, ijma’, 

kias, dan ijtihad. Terlihat dalam perkara ini hakim telah menggunakan 

ijtihadnya.  

2. Pertimbangan hakim, juga telah termuat pertimbangan-pertimbangan 

yang berdasarkan pada perundang-undangan (yuridis) yaitu pertimbangan 

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, seperti apa 

yang disaksikan hakim dalam persidangan, berkas perkara, mendengarkan 
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dakwaan dan tuntutan JPU, keterangan para saksi, barang bukti, 

pengakuan terdawa sendiri serta pertimbangan lainnya seperti hal-hal 

yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hukuman yang diberikan 

kepada terdakwapun bila ditinjau dari obyek hukuman tidak sejalan 

dengan kaidah hukum pidana Islam yaitu penjatuhan hukuman yang 

dikenakan terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi seorang 

pelaku tindak perzinahan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali 

dan tidak dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam khususnya agar tidak 

serta melakukan perbuatan tersebut, telihat hukuman yang diterapkan 

kepada terdakwa adalah hukuman terhadap hilangnya kebebasan atau 

kemerdekaan terdakwa, hal ini masuk dalam jarimah ta’zir yang 

semestinya masuk dalam jarimah hudud yang hukumannya berupa 

hukuman fisik/badan dan bukan hukuman penjara. 

 

B. Saran-Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut: 

1. Hukum pidana positif perlu dikaji ulang kembai, terlebih pada Perundang-

undangan yang masih belum bisa mengakomodir banyaknya kasus di 

masyarakat. Hal ini disebabkan hukum pidana di Indonesia belum bisa 

berdiri sendiri dalam membentuk sebuah perundang-undangan. 
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2. Masyarakat Indonesia mayoritas beraga Islam, maka butuh pengadilan 

pidana yang menangani dan memutus suatu perkara secara adil dengan 

berlandaskan pada syari’at yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. 

 

3. Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk undang-undang khususnya 

pembentuk perundang-undangan pidana, hendaknya memasukkan nilai-

nilai keislaman dalam membuat suatu peraturan hukum sebagai 

perwujudan sikap takwa terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya. Wallahu 

A’lam.   
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